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. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis &

alals  ditulis ahiliyyah
fathah + y4 mati, ditulis &

W ane! ditulis yas 2
b. kasrah + ya mati, ditulis i

Ana ditulis majid

c. dammah + wawu mati, ditulis u

Uag s ditulis fund

. Vokal Rangkap

a. fathah + ya’ mati, ditulis ai

(5:‘:‘-1' ditulis bainakum
b. fathah + wawu mati, ditulis au

Js ditulis gaul
. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah denhgan

apostrof.
il ditulis a'antum
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a  bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

S dirulis al-Quran
il ditulis al-Qiyas



b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf l-nya.

elaudl  ditulis as-.Sama’
osaill  ditulis asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat -

oasills 53 ditulis 2 awil furd
Ll LN ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mcmandang bahwa aktivitas perdagangan mcrupakan salah satu
kegiatan manusia yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya.
Dan setiap individu berkewajiban untuk memelihara kelangsungan hidupnya dari
bahaya kekurangan sandang, pangan dan papan yang dapat membahayakan jiwa,"
Tujuan-tujuan ini dikategorikan scbagai pemeliharaan atas jiwa.

Sedangkan pada aktivitas perekonomian di Indonesia dengan sistem
ekonomi Pancasila, mempunyai ciri-ciri  pokok yang menjunjung nilai-nilai
pemerataan vang meliputi -

1. Tidak memungkinkan cksplorasi manusia olch manusia.
2. Tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah.
3. Tidak menéiptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan kekayaan.”
Namun dalam kenyataannya pemerataan ekonomi ini sulit diwujudkan
terutama dalam perckonomian saat ini, terlebih lagi dalam scktor industri. Hal ini

antara lain disebabkan adanya praktek monopoli yang bahkan telah menimbulkan

)

pemborosan dan pengangguran.”’ Monopoli sendiri merupakan istilah untuk

bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa oleh pelaku

Y Muhammad Nejatalluh Siddigi, Kegratan Lkonomi dalam Islam, slih Bahasa: Anas
Sidik, Cet. 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), him. 12.

2 Mubyarto, Fkonomi Pancasila, Cet 1, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), him. 46,

Y Thid | him. 164



tertentu.” Dengan demikian pelaku usaha tersebut bisa menentukan harga
menurut kemauannya.

Bahaya dari praktek monopoli adalah terkonsentrasinya kekuatan ekonomi
pada kelompok pengusaha tertentu sebagai pelaku ekonomi yang dominan,
sedangkan mayoritas pelaku ekonomi lainnya tidak mendapatkan kesempatan
usaha yang wajar’. Contoh praktek monopoli di Indonesia adalah dalam praktek
produksi tepung terigu, yang dimonopoli oleh satu pengusaha saja (pelaku usaha
tunggal)ﬁ) .Meskipun praktek monopoli tepung terigu ini sudah mulai ditiadakan,
namun akibat lain dari monopoli adalah berupa ketimpangan kesempatan dan
pemerataan ekonomi dengan sulitnya struktur pasar untuk menyesuaikan diri
untuk pulih dengan cepat karena praktek ini sudah berjalan belasan tahun.”

Selain ketimpangan yang nyata atas penguasaan atas akses ekonomi yang
berlintas pada perbedaan sosial dan kekayaan yang menyolok, penguasaan secara
monopoli akan menghasilkan bias lain pada pasar dalam bentuk inefesiens
produksi. Karena tidak adanya kontrol dari pesaing lainnya dalam produksi
barang yang sama, sedangkan upaya untuk efisiensi dirasa tidak berguna karena
usaha besar seperti ini tidak lebih dari gangguan kelompok kepentingan dan

sarang kolusi.”

“ Ahmad Yani dan Gunawan Wijadja, Anti Monopoli, Cet. 1, (Jakarta : Grafindo Persada,
1999), him. 12.

% Ibid., him. 2.

© M. Dawam Raharjo, Perekonomian Indonesia, Cet. 3, (Jakarta : LP3ES, 1987), him.
152.

7 Didik J. Rahbini, Ekonomi Politik Paradigma Teori dan Perspektif, Cet. 1, (Jakarta :
C1DES, 1996), him. 146.

® Ibid., him. 145.



Imbas lain dari praktek monopoli adalah menurunnya daya usaha dan
kreativitas pelaku usaha lainnya. Karena adanya praktek monopoli, pelaku usaha
lainnya kesulitan mencari akses ekonomi karena tertutupnya pintu usaha oleh
pelaku monopoli.”

Akibat lain dari praktek monopoli adalah pada naiknya harga. Jika semisal
industri hulu dikuasakan secara monopoli dan tidak efisien, maka harga yang
terbentuk tidak akan wajar dan pasti lebih besar dari harga yang terbentuk lewat
mekanisme pasar. Dengan demikian harga barang yang telah dimonopoli terutama
pada sektor industri akan lebth mahal dari barang lewat mekanisme pasar, yang
juga berimbas pada mutu olahan bahan tersebut yang tidak mungkin mampu
tersaing dengan bahan yang mahal. 10

Dengan alasan tersebut, maka monopoli merupakan praktek yang
bertentangan dengan asas ekonomi Indonesia dan untuk mencegah praktek
semacam ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijaksanaan ekonomi
pemerintah, karena telah banyak pihak yang mengusulkan akan adanya suatu
Undang-Undang yang melarang dan meniadakan praktek monopoli. Dan kim
telah keluar Undang-Undang anti monopoli dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-
Undang ini bertujuan untuk melarang praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat dalam dunia usaha dengan beragam bentuknya. Adanya larangan
praktek monopoli dalam Undang-Undang ini dapat dimengerti secara wajar

karena praktek monopoli memang bertentangan dengan dasar ekonomi Indonesia.

Y Ibid., him. 146.
19 1bid.



Namun yang perlu dipertanyakan adalah pembentukan lembaga yang mengawasi
jalannya Undang-Undang ini. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa Komisi Pengawas
Persaingan Usaha adalah komisi vang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha
dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktck monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ternyata
tidak diikuti dengan pembuatan perangkap hukum dan perundang-undangan yang
memadai bagi suatu lembaga penegak hukum baru diluar lembaga penegak
hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam aturan tugas,
wewenang dan cara penanganan praktek monopoli oleh KPPU. Kenvataannya
dalam penanganan perkara sampai putusan perkara oleh KPPU '''pada tingkat
komisi akan Icbih banyak menyia-nyiakan encrgi, karcna pelaku usaha pasti akan
mengajukan keberatan atas putusan sepihak KPPU sebagaimana vang diatur
dalam pasal 43 pemerintah. tLangkah selanjutnva pada pemeriksaan pengaditan
negeri pada tingkat ini dalam Undang-Undang tidak diatur secara detail tata cara
KPPU mengajukan perkara, hanya discbutkan bahwa Pengadilan Negeriharus
memeriksa keberatan pelaku usaha.

Dalam  Undang-Undang No. 5 ini memang diatur tentang status,
keanggotaan, tugas, wewenang juga diatur tata cara penanganan perkara oleh
KPPU. Pada akhirnya hukum dibuat untuk menciptakan keadilan di tengah
masyarakat. demikian juga penegak hukum yang keberadaannya schagai sarana

terlaksananya hukum. Penegak hukum diharapkan bisa efektif bekerja sehingga

') Ahmad Yani Amri . him 148



dapat digunakan untuk menciptakan keadilan dalam dunia usaha yang diharapkan
mampu memberikan pemerataan dan keadilan ekonomi di masyarakat yang telah
lama diidamkan. Dengan adanya tatanan hukum yang adil diharapkan masyarakat
akan dapat menikmati kehidupan yang aman dan damai menuju suatu
kesejahteraan jasmani dan rohani.

Hukum Islam sendiri sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif
diharapkan mampu memberikan jawaban dan penilaiannya terhadap setiap
persoalan kemanusiaan termasuk bidang mu’amalah dan perekonomian, sehingga
tujuan-tujuan diturunkan hukum Islam akan dapat tercapai yakni sebagai rahmat
dan mewujudkan kemaslahatan pada manusia. Sedangkan negara sebagai
pengemban tugas pelaksana hukum diharapkan mampu menciptakan organisasi

negara yang efektif dalam melaksanakan tugasnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah
dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah menjelaskan
secara normatif dalam pandangan hukum Islam terhadap pembentukan Komisi

Pengawasan Persaingan Usaha berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.



Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah memberi masukan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan terutama hukum Islam. Selain berguna untuk
memberikan sumbangan dan alternatif bagi dinamika ideal dalam pengembangan

hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran terhadap tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menemukan buku Anti Monopoli
tulisan Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja. Buku ini membahas tentang
Undang-Undang No. S tahun 1999 yang merupakan dasar hukum bagi larangan
praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dengan berbagai bentuknya. Buku
ini juga merupakan penjelasan dan pembahasan tentang aturan pembentukan
komisi ini dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 namun pembahasannya lebih
terfokus pada praktek monopoli dan bentuk persaingan usaha tidak. Pembahasan
buku im tidak terdapat tinjauan mendalam terhadap pembentukan komisi im
sebagai lembaga penegak hukum dalam kontek hukum di Indonesia dan posisinya
sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, terlebih lagi bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadapnya.

Sedangkan penelusuran terhadap pemakaian dalil maslahah untuk
meninjau sebuah kebijakan negara, penyusun menemukan skripsi dengan judul
Developmentalisme di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Maslahah yang
disusun oleh Jalil Abdi Rahman. Pada skripsi ini  penyusunya berusaha

mengunakan dalil maslahah sebagai alat untuk menganalisa kebijakan



pembagunan yang merupakan suatu kebijakan negara yang bisa mengandung
kemaslahatan atau kematsadatan.

Sedangkan penclusuran terhadap sumber- sumber hukum Islam tentang
lembaga pengawas penyusun menemukan tulisan-tulisan al-Mawardi, Abu Ya'la
keduanya dengan nama «/-4hkam as-Sultaniyvah, juga al-Gazali dalam Jhya
Ulumuddin dan pembahasan lbnu Taimiyyah dalam a/-Hishah vang membahas
lembaga pengawas dalam hukum Islam dalam karya mereka. Dan pembentukan

lembaga pengawas dalam hukum Islam merupakan bagian dari tugas ncgara.

E.Kerangka Tceoritik

Berbicara tentang lembaga pengawas usaha, yang dalam khazanah hukum
Islam merupakan pelembagaan prinsip amar ma ruf” nahi munkar. penyusun
menemukan pendapat thnu Taimivyah yang mengemukakan bahwia keberadaan
fembaga pengawas merupakan bagian dart tujuan sebuah pemerintahan,
sebagaimana pendapatnya :

Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan

kebartkan dan mencegah mereka berbuat munkar. Misalnya: menegakkan

shalat, menunaikan zakat, berpuasa, kebenaran, kejujuran berbal\tl kepada

orang tua, berhubungan baik dalam kekeluargaan, dan scbagainya. '™

Dan amar ma’ruf nahi mungkar yang merupakan fungst lembaga

pengawas dalam pandangan Ibnu Taimiyyah merupakan lembaga yang

mempunyai tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk tujuannya adalah

mengajak praktik-praktik sosial dan ekonomi yang bermanfaat dan mencegah

"D AA. Islahi, Konsep Lkonomi Ibin Taimiyyah, penerjemah’ H. Anshari Thavib, Cet.l
( Surabaya : PT Bina Hmu, 1907 him 220



praktik-praktik sosial-ekonomi yang buruk. Ibnu Taimiyyah juga berpendapat
bahwa hanya dengan dilaksanakannya prinsip amar ma ruf nahi munkar inl maka
kesejahteraan penduduk dan negara akan dapat tercapai. Kesejahteraan penduduk,
kescjahteraan ckonomi negara, terletak pada ketaatan mercka pada Allah dan
Rasul-Nya, yang hanya mungkin menjadi kenyataan melalui ajakan berbuat baik
dan mencegah kemungkaran.'”’

Dari pendapat ini tampaknya Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa antara
kegiatan ckonomu dan agama antara keduanya tidak dapat dipisahkan dalam
tanggung jawabnya terhadap umat.

Pendapat Ibnu Taimiyyah ini bisa dikaitkan dengan pendapat al-Mawardi
tentang tanggung jawab dan kewajiban sebuah pemerintahan.yang antara lain :

1. Mclindungi  keutuhan agama  scsuai dengan keyakinan dan ijma’

generast awal (salaf al-ummah) dan  menjaga agama dari

penyimpangan sesual dengan hukum yang berlaku.

[

Melaksanakan dan menjaga keadilan dalam hukum untuk seluruh

warga negara.

3. Melindungi wilayah-wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar
terjamin keamanan bekerja.dan beraktifitas.

4. Mengawast pelaksanaan penegakan hukum.

5. Mempertahankan gans perbatasan dengan layak dan dengan kekuatan

cukup.

3 1bid



6. Mengorganisasikan perang suci melawan siapa saja yang menolak
ajaran Islam tentang keadilan.

7. Mengurus barang rampasan dan orang miskin.

8. Menyehatkan keuangan negara

9. Mengangkat pejabat berdasarkan kompetensi.

10. Melakukan pengawasan langsung terhadap segala urusan publik.'®

Dari kesepuluh pendapat al-mawardi tentang kewajiban negara ini ternyata

terdapat kewajiban negara terhadap keadilan, keamanan dalam bidang ekonomi

dan pengawasan terhadap segala aktifitas publik termasuk kegiatan usaha.

Sehingga keberadaan lembaga pengawas dalam pandangan al-Mawardi

merupakan kewajiban negara untuk melaksanakannya. Kegiatan pengawasan

aktifitas publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban negara

terhadap prinsip hukum dan amar ma ‘ruf nahi munkar.

Pendapat lain yang muncul di kalangan ulama’ adalah pendapat al-Gazali.
al-Gazali mempunyai pendapat yang lebih mengaitkan keberadaan lembaga
pengawas dengan tujuan ajaran agama. al-Gazali berpendapat bahwa lembaga
pengawas merupakan pokok terbesar dalam agama, yang dengan tugas tersebut
diutuslah para nabi dan rasul. Selanjutnya al-Gazali berpendapat bahwa jika

fungsi hisbah dilumpuhkan maka akan menghilangkan warisan fungsi keagamaan

9 al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, ( Beirut : Dar al-Kutub al-limiyyah 1345 H),
hlm. 299
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dan kerasulan, yang akan membawa kesesatan dan kebodohan dan akan
membawa pada kehancuran negara.'”

Dari ketiga fuqaha  tersebut ketiganya sama dalam mendasarkan
keberadaan lembaga pengawas pada ayat al-Qur’an yang berhubungan prinsip
mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran, sebagaimana dalam al-
Qur,an:

Sl G sy g mally g salig Y (s A asia oSl

Ayat 11 menurut para fugaha’  tersebut mcrupakan  dasar  dan
pembentukan lembaga pengawas yang disebut 1lisbah dalam hukum Islam dan
bgrkewajiban untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran termasuk
dalam bidang mu’amah dan perdagangan.

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya Peran Nilair dan Moral
dalam Perekonomian Islam juga mengungkapkan bahwa dalam khasanah hukum
Islam terdapat norma tentang pengawasan pasar dan larangan adanya praktek
monopoli dalam e.konomi. Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pengawasan
pasar ini ini merupakan upaya untuk mencegah praktck monopoli guna
mewujudkan sistem ekonomi [slam yang berbasis pada keadilan dan kasih sayang.
Pendapatnya ini1 juga memberi masukan baru tentang bagaimana hukum Islam

melihat praktek monopoli sebagai istilah baru dalam perekonomian Islam .7’

) al-Gazali, thya’ Ulumuddin, Juz 1L, (ttp., Maktab Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah,
tth.), him. 302.

19 al- Maidah (4) 1 109.
7 yusuf al-Qardhawi, Veran Nilai Der Moral Dalam Fkonomi Islam, alih bahasa: KH.
Didin Khafiuddin, Cet. I, (Jakarta - Robbani Press, 1997), him.278.
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F.Metode Penelitian
1. Jenis Penclitian
Jenis penelitian yang dipakai oleh penyusun dalam menulis skripsi
ini adalah jenis pencliian pustaka (Literature rescarch) yakni dengan
meneliti ketentuan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
terutama asas dan tujuan pembentukannya vyang terdapat dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 serta isi ketentuan pembentukan KPPU dan juga
meneliti dalam Titeratur hukum Islam tentang lembaga pengawas
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptis
analitis, yakni meneliti dengan memaparkan dan menguraikan febih dahulu
ketentuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 | kemudian dilakukan analisa
terhadap ketentuan tersebut sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang benar.
2. Pendekatan Masalah
Dalam mcenyusun  skripst ini pendekatan yang  dipakar  adalah
pendekatan normatif, yakni pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan
pembentukan komisi tersebut dan berdasarkan tinjauan hukum lslam tentang
[embaga Pengawasan Persaingan Usaha dan finjauannya terhadap lembaga
terscbut.
3. Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data-

data pada peraturan pembentukan komisi tersebut yakni Undang-Undang No.



5 Tahun 1999 sebagai sumber primer, sedangkan data -sekunder diperoleh dari
informasi lainnya yang dapat mendukung tercapainya pendalaman deskripsi
dan analisa. Szdangkan sumber primer lainnya adalah ketentuan tentgng
Hisbah dalam hukum Islam dan dalil-dalil hukum Islam yang dipergunakan
untuk meninjau dan menilai pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan
Usaha sebagai sumber primer untuk menganalisis dalam perspektif hukum
Islam.
4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan secara kualifikatif, analisa ini
dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan data dengan maksud dapat
diambil nilai yang terkandung di dalamnya dan kemudian dapat diambil

kesimpulan.

(. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab [, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, berisi alasan-alasan penyusunan skripsi ini. Kedua, pokok masalah,
berisi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni tinjauan hukum
Islam terhadap pembentukan KPPU. Ketiga, tujuan dan kegunaan. Keempat,
telaah pustaka, berisi penclusuran terhadap tulisan- tulisan terdahulu dalam
permasalahan ini. Keenam, kerangka teoritik, berisi pendapat-pendapat para

Fugaha' tentang lembaga pengawas bidang usaha. Ketujuh, metode penelitian
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Fugaha' tentang lembaga pengawas bidang usaha. Ketujuh, metode penelitian
berisi metode yang dipakai dalam menyusun skripsi ini dan kedelapan
sistematika pembahasan.

Bab II, adalah berisi gambaran umum tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam bab II ini
berisikan penjelasan tentang latar belakang sebagai proses pembentukan
sebuah lembaga hukum baru dan tujuan dari pembentukan komisi ini. Pada
sub II terdapat penjelasan isi ketentuan pembentukan Komisi ini yang terdapat
dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. meliputi penjabaran ketentuan bab
VI yang mengatur tentang ketentuan umum Komisi tentang tugas, wewenang,
pembiayaan. dan dan bab VII yang mengatur tentang tata cara penanganan
perkara oleh KPPU.

Bab III, berupa gambaran umum lembaga Hisbah dalam hukum Islam.
Menjelaskan pengertian lembaga hisbah sebagai bentuk pengawasan publik
dalam hukum Islam. Dasar hukum Hisbah dijelaskan sebagai dasar pada
pemahaman terhadap perintah amar ma’ruf nahi munkar. Juga dijelaskan
kriteria dan syarat-syarat pelaksana Hisbah yang meliputi keahlian dan moral
Juga kewenangan Hisbah dalam pengawasan publik, khususnya dalam bidang
muamalah dan ekonomi.

Bab IV, adalah analisis hukum Islam terhadap pembentukan komisi
persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pertama

berisikan tinjauan hukum Islam terhadap asas dan tujuan pembentukan
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komisi persaingan usaha. Tinjauan hukum Islam terhadap asas dan tujuan
pembentukan Komisi ini didasarkan pada dalil masiahah sebagai salah satu
dalil hukum Islam. Sedangkan yang kedua adalah tinjauan terhadap isi
ketentuan pembentukan Komisi ini. Tinjauan hukum Islam ini didasarkan
pada lembaga Hisbah dalam hukum Islam.

Bab V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan
skripsi ini dan dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi

dengan lampiran lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUDP

A. Kesimpuian

Berdasarkan uraian  yang telah  penyusun  jelaskan  pada  bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

B

o

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk tereiptanya kemaslahatan
bagi seluruh rakyat dalam bidang ekonomi dan dunia usaha, maka
kebijakan negara dalam membentuk Komisi Pengawas Persaingan
UUsaha sebagai bagian dari paket Undang-Undang No.5 dengan semua

(ujuannya dapat dinilai scsuai dengan kemaslahatan. Hukum Islam

juga mengenal adanya lembaga hisbah yang mempunyai tugas

mengawasi praktek publik secara umum termasuk dalam bidang
ckonomi dan muamalah. Kebijakan nepara tersebut dapat dilihat
scbagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan

bagi rakyatnya karenanya dapat dibenarkan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha scbagai lembaga pengawas
ternyata belum dilengkapi dengan perangkat hukum dan perundang-
undangan yang sempurna dan memadai, lerutama yang mengatur tata
tugas, hewewenangan terlebih tata cara persidangan di tingkat

Pengaditan negert.
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B. Saran

Perlu disempurnakannya perangkat hukum dan perundang-undangan yang
mengatur pemberantasan praktek monopoli dan persaiangan usaha tidak sehat
terutama vang mengatur tentang tugas, kewajiban dan wewenang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha. Setiap produk hukum setiap saat memang
membutuhkan penyempurnaan untuk mcngéntisipasi kelemahan produk hukum
tersebut dari upava untuk melanggarnya. sehingga diperlukan kajian-kajian lebih
lanjut tentang lembaga ini agar pelaku monopoli tidak dapat mencari celah

hukum karena kelemahan produk hukumnya.
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